Menimbang

Mengingat

SALINAN

Bt
et i

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penggelolaan Dana Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang. ..



Menetapkan

10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA DESA.

BABI. ..



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perawakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang
diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan.

14. Prioritas ...



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas  hidup dan  kehidupan sebesar besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan
tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klister
jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
Kabupaten/Kota.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

26. Rekening. ..



26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN
adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring
transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara
dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang
diakses melalui jaringan berbasis web.

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari
Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan
diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

BAB II
RUANG LINGKUP DANA DESA

Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:
a. pengalokasian;
b. penyaluran;
c. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
d. prioritas penggunaan Dana Desa;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

(1)

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi. ..



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

a. alokasi Dasar;

b. alokasi Afirmasi;

c. alokasi Kinerja; dan
d. alokasi formula.

Alokasi rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian dana desa setiap desa pada setiap tahunnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 4

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke
RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Tata cara penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan persyaratan penyaluran
Dana Desa mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABV. ..



BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat

Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam
APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap
Kabupaten, Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan
Pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D
untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
dari Aplikasi OM-SPAN.

Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan Surat Perintah Pencairan Dana pengesahan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan
berdasarkan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana
untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
dari Aplikasi OM-SPAN.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat

Pemerintah Desa

Pasal 6

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa
menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.

Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa, Pemerintah Desa
melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan
Pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan APBDes

Pasal 7
Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan. ..



(2)

(3)
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a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun
anggaran berkenaan; dan

b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun
anggaran berkenaan, kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menyusun:

a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester
pertama tahun anggaran berkenaan; dan

b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran
berkenaan .

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem
informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa terdiri atas:

a.

b.
C.
d.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Prioritas Penggunaan Dana Desa;
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
publikasi dan pelaporan; dan

pembinaan.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs
Desa meliputi:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
sesuai kewenangan Desa.

Pasal 10

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pedoman umum = pembangunan dan = pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pasal 11 ...



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan
mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya
Tunai Desa.

Pasal 12

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan
kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh
Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.

Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan
dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau

d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat
dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs
Desa;

b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data
perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
dan

C. aspirasi. ..



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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c. aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan APB Desa.

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 15

Pemerintah  Desa  harus  mempublikasikan  Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas
Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa
menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada
Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan

b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan,
dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan,
dan besaran anggaran.

Pasal 16

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di
ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 17

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi
Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala
Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan
Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga
Pendamping Profesional.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

Pasal 18 . ..



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh PD dan/atau Tenaga Pendamping Profesional
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran Dana Desa;
b. prioritas penggunaan Dana Desa;
c. capaian keluaran Dana Desa;

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa;
dan/ atau

e. sisa Dana Desa di RKD.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan
kepada Kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas
kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan
direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan
Dana Desa.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dan Camat.

Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan
mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUP OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002



